
Menimbang

WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR
PERAfi'RA.IT DAERAH KOTA BATU

NOMOR 3 TAHUN 2O2I

TENTANG

PEDO}IAI{ PENATAAN DESA, PENATAAN KELURAIIA.II,
DA]T PEITATAAI{ KECA}TATAN

DEI{GAN RT{HMAT TI,IIAN YAI{G MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

bahwa masyarakat Kota Batu berkembang pesat seiring
dengan perkembangan roda perekonomian, pariwisata
demografi /kependudukan dan membutuhkan pelayanan
publik yarg cepat, mudah dan memadai;
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraal masyarakat batu
yang merata dan berkeadilan, dibutuhkan penataan
kewilayahan yang menunjang pelayanan publik kepada
masyarakat yang semakin baik dan berkualitas;
balwa untuk memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 35
ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daera} sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Kota Batu sedang berusaha menyusun
regulasi terkait penataan kewilayaahan tersebut;
balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Desa,
Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan;

a.

b.

c.

d.

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 11 Talun 2001 tentarg
Pembentukan Kota Batu (|.€mbarar Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Irmbaran
Nega-ra Republik Indonesia Nomor 41 18);
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lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55gZ) sebagaimara telah
diubah beberapa ka-Ii, terakhir denBan Und lt-UndarrB
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamtrahan l-emberan
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebaBaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahuo 2014 tentang Peraturan
Pelaksarnan Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (L€mbarar Negara Republik tndonesia TaIun 2019
Nomor 41, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahar Daerah (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l€mbaran
Negara Repubtik lndonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

)
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IO. Peraturan presiden Nomo
peratu ran peraksanaan ;;:],,J#t1t"i-, r'ffif2O1t tentang pembentukan p"."ti.r. a;";;_
undangan;

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2otstentang Pembentukan hoduk Hukum Daerah s.U"g"imarr"telah diubah dengan peraturan Uenteri Oatani ttegeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peratuian
Menteri Da_larh Negeri Nomor OO ?a}iun eOtE t-ntaa6
Pembentukan produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Penataan Desa;

13 Peraturan Daeratr Kota Batu Nomor 7 Tahun 20l l tentans
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2OlO_2030;

14. Peraturan Daeral Kota Batu Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 5 Tahun 2O1g tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Desa;

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2O1g tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera} Tahun
2017-2022;

MEMUTUSK.AN:

Menetapkan : PERATITRAN DAERAH TENTAIYG PEDoMAI{ PENATAAN
DESA, PENATAAN KELURAHAN, DAN PENATAAN
KECAMATAII.

BAB I
KETENTUAI{ IJMUM

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daers}t yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara8n urusan
pemerintahar oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

I Tahun 2017

Deag.n PeraetujuaE BorlarEa
DEWAIT PERWAI(ILAII RAKYAT DAERAII I(OTA BATU

d.n
SALI KOTA BATU

PasEl 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dar prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesie
Tahun 1945.

6. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa
pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat da.lam
ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan
melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang
diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang
mendesak.

7. Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki oleh
Pemerintah Kota Batu.

8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang
dipimpin oleh camat.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur daJr mengurus Urusan
Pemerintahan, kepentingal masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Repubtik lndonesia,

lO. Desa Persiapan adalah bagian dari satu Desa yang
bersanding yartg dipersiapkan untuk dibentuk menjadi
Desa baru.

11, Musyawarah Desa adalal mus5rawarah antara Badan
Permusyawarata-n Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masya-rakat yang diselenggarakar oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati ha1 yang
bersifat strategis.

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yarg berasal dari
kekayaan asLi milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan darr Belanja Desa (APB Desa) atau
perolehan Hak lainnya yang sah.

13. Kelurahan adatah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai
perangkat Kecamatan.

14, Kepala Desa adalal Pejabat pemerintah desa yang
mempunyai wewenajlg, tugas dar kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah targga desanya dar
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah.

15. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seoralg pejabat
yang diangkat oleh Walikota yang berasal dari unsur
pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas, hak darl
wewenang serta ke\Majibar Kepala Desa dalam waktu kurun
tertentu.
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16. Badan Permusyawarata-n Desa adalah lembaga yang
melaksanakan lungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

17. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayai ke{a Kelurahan.

18. Camat adalah pimpinan atau kepala kecamatan yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

19. Batas Wilayah adalah garis khayal yang menggambarkan
Iintas wilayah antar Desa, antar Kelurahan, antar
Kecamatan dar artar Kota/Kabupaten.

20. Penataan Desa adalah proses pembentukan, penghapusan,
penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa.

21. Penataan Keluralan adalah proses yang meliputi
pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kelurahan.

22. PenataaI] Kecamatan adalah proses yang meliputi
pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian
Kecamatan,

23. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan satu kecamatan
menjadi dua kecamatar atau lebih.

MAI(SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedomal
untuk:
a. penataan Desa;

b. penataan Kelurahan; dan
c. penataan Kecamatan.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan
pedoman dan batasan kewenalgan bagi Pemerintah Daerah
untuk melakukan Penataan Desa, Penataan Kelurahan, dan
Penataar Kecamatan berdasarkan hasil kajial dan evaluasi
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB U
RUAITG LII{GKT'P

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini metiputi;
a, penataan Desa;

b. penataan Kelurahan; dan
c. penataan Kecamatan.
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d

e.

penataan, pengaturan, dan pembagian fasititas umum,
kekayaan daerah, dan kekayaan Desa; dan
pembiayaan penataan Desa, penataan
penataan Kecamat€n.

Kelurahan, dan

BAB ITI
PEIIATAA DESA

Pasal 4

Penataan Desa sebagaimana dimal<sud pada pasal 3 huruf a
meliputi:
a. p€mbentukan Desa;
b. penghapusan Desa; dan
c. perubahan status Desa.

Baglan Kelatu
Pembentu&an Dear

Palal 5

(1) Pembentukan Desa sebagaimara dimaksud dalam pasal 4
huruf a dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau

lebih; atau
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersa::ding;

dan
c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa

baru.
(2) Pembentukan Desa hasil pemekaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Desa
Persiapan.

(3) Tata Cara atau mekanisme pemeka-rar, penggabungan
bagian Desa, dan penggabungan beberapa Desa
sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan
huruf c, diatur lebih lanjut dengar Peraturan Wali Kota.

Palal 6

(l) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun

terhitung sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk paling sedikit 6 O0O (enam ribu) jiwa

atau 1.200 Kepala Keluarga;
c. wil"ayah keda yang memiliki akses transportasi antar

wilayah;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
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e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam,sumhr daya manusia, dan sumber a"yu'"toarornl
pendukung;

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalarn bentuk peta
Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan W",i K;;;g. sanErna darl prasarana bagi pemerintahan Desa danpelayanar publik;

h. tersedialya dala operasional, penghasilan tetap, dantunjangan lainnya bad F)€rarr6Lat Frn.rintah De.a
sesuai dengar ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

i. cakupan witayah Desa terdiri atas dusun atau dengan
sebutar lain.

(2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat
(1) huruf i, diatur dengan peraturan Wali Kota dengan
mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial
budaya masyarakat Desa.

Pemekarar Desa sebagaimana dimaksud dal,am pasal 5 ayat ( l )
huruf a dapat dilakukan atas:
a. prakarsa Pemerintah Daera}; dan
b. prakarsa Masyarakat Desa.

Pasal 8

Datam hal Pemekaran Desa dilakukan atas praka.rsa
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a, Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan rencana
pemeka-ran Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat
Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Da.lam hal Pemekaran Desa dilal<ukan atas praka-rsa

Masyajakat Desa sebagaimana dimal<sud da.lam Pasat 7 huruf
b, masyaralat desa mengusulkal kepada Kepala Desa untuk
diselenggarakan musyawarah desa guna membahas rencana
pemekaran Desa.

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa memfasilitasi dar mempersiapkan
pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendapatkan
kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7).
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(2)Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan da.lam berita acara hasil musyawarah Desa
dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.

(4) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) kepada Wali
Kota.

Pasal 11

( 1 ) Dalam ha1 hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasa1 l0 ayat (1) menyepakati rencana pemekaran
Desa, Wa.li Kota menugaskan tim pembentukan Desa
Persiapan untuk melakukar kajian dan verilikasi
persyaratan pembentukan Desa Persiapan.

(2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimal<sud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi

pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat,
perencanaan pembangunan daerah dan peraturan
perundang-undangan;

b. Camat; dan
c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan

pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial
kemasyarakatan.

Pasal 12

(1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) berupa:
a. verilikasi administrasi; dan
b. verifikasi teknis.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita
acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah
Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlai
penduduk minimal-

(3) Verilikasi teknis sebagaimaaa dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf
b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 13

(1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3) untuk:
a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan

komunikasi antar wllayah;
b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial,

kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa Persiapan
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yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon
Desa Persiapan;

c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber
daya rnanusia dalam masa usia produktif di wilayah
calon Desa Persiapan yang memungkinkan untuk maju
dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;

d. verifikasi syaratjumlah penduduk Desa induk dan Desa
Persiapan;

e. verilikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam
peta Desa induk; dan

f. verifikasi ketersediaar sarana dan prasarana
pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa
Persiapan da.rr pelayanan publik.

(2) Verifikasi ketersediaan sara-na dan prasarana pendukung
bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dar pelayanajr
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f untuk
mengecek ketersedian:
a, sarana perkantoran tempat penyelenggarakan

pemerintahan Desa persiapan; dan
b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan

pelayanal publil.

Pasal 14

(l) Hasit kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh
tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam
bentuk rekomendasi yang menyatakan tayak ttdaknya
dibentuk Desa Persiapan.

(2) Rekomendasi yang menyatalan layak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbargan WaIi
Kota untuk mela-kukan pemekaran Desa.

(3) Da.lam hal Wali Kota menyetujui pemekaran desa, Wali Kota
menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang
pembentukan Desa Peraiapan.

(4) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota sebagaimaaa
dimaksud pada ayat (3) kepada Gubemur.

(5) Berdasarkan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubemur yallg
memuat kode register Desa Persiapan.

Peiel lS

(1) Surat Gubemur sebagaimara dimaksud dalam Pasal 14
ayat (5) menjadi dasar bagi Wali Kota untuk mengangkat
penjabat Kepala Desa peraiapan yang berasal dari unsur
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan
persyaratan :
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a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis
pemenntahan;

b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang
dibuktikan dengan riwayat pekeiaan; dan

c. penilaian kineqa pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir
sekurang-kurangnya bernilai baik.

(2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan
persiapan pembentukar Desa definitif.

(3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertanggungiawab kepada Wali Kota melatui
Kepala Desa induknya.

(4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Wa-li Kota
dengan Keputusan Wali Kota.

Paeal 16

(1) Dalam pelaksalaan tugas Penjabat Kepala Desa persiapan
menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan
dengan mengikutsertalar partisipasi masyarakat Desa
persiapan.

(2) Rencana keqa pembangunan Desa persiapar yang telah
disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk
dijadikan bahan penyuaunan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian
kebutuhan angga.ran belanja Desa persiapan.

(3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
induk.

(4) Da-lam hal Anggarar Pendapatan dan Belanja Desa induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan,
terhadap an ran Desa persiapar yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Deea induk,
pengelolaannya dilaksanakan oteh penjabat Kepala Desa
persiapan.

(5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional
paling banyak 30% (riga puluh perseratus) dari Anggaran
Pendapatar da-u Belanja Desa induk.

(6) Anggaran pembalgunan sarana dan prasarana Desa
persiapan yalg tidal mampu dibiayai oleh Anggarar
Pendapatan dan Belarja Desa induk dibebankan kepada
Anggaran PendapatEn dan Belanja Daerah,

(7) Anggaral pembangunan sarana daIl prasarana Desa
persiapan sebagaimara dimaksud pada ayat (6) dapat
dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Betanja
Desa induk.
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Pasal 17

(1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkal perkembangan
petaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam)
butan sekali kepada:
a. Wali Kota melalui Camat; dan
b. Kepala Desa induk.

(2) t^aporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) terkait dengal pelaksanaa:: tugas
dalam pembentukar Desa persiapan yang meliputi:
a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah

kartografis;
b. pengelolaan anggaran operasional Desa persipan yang

bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
induk;

c. pembentukan struktur orBanisasi;
d. pengangkatal perangkat Desa;
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
f. pembalgunal sararra dan prasa-rana pemerintahan

Desa;
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi,

inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana
ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

oleh Wali Kota kepada tim untuk dikaji dan dlverilikasi.
(4) Tim dalam melakukan kajian darr verihkasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil
pelaksanaan tugas penjabat Kepa-la Desa persiapan.

(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi
Desa, Wali Kota menyusun rarlcangan perda tentarg
pembentukan Desa

(6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
(7) Apabila rancangan Perda Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) disetujui bersarra oleh Wali Kota dan DPRD, Wali
Kota menyampaikan rancalgan Perda kepada Gubemur
untuk dievaluasi.

Pasal 18

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak
layak menjadi Desa, Desa persiapar dihapus dan
wilayahnya kembali ke Desa induk.
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(2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desainduk scbagaimana dimaksu
peraturan wari Kota. 

d Pada ayat (1) diatur dengan

Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding
sebagairnaaa dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tu.uf U dapai
dilakukan atas:
a. prakarsa pemerintah Daerah: dan
b. prakarsa Masyarakat Desa.

Peragraf 2
Penggabungan Beglan De.a darl De.a yang BeEsndlng

Patal 19

Pacal 20

Da.tam hal Penggabungan bagran Desa dari Desa .i,ans
bersanding dilakukan atas prakarsa pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, pemerintah
Daerah wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian
Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang
bersangkutar .

Paaal 21

Da.lam hal Penggabungan bagian Desa dari Desa yang
b€rsanding ditakukan atas prakarsa Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, masyarakat
desa mengusulkan kepada Kepala Desa untuk diselenggarakan
musyawafah desa guna membahas rencana Penggabulgan
bagian Desa.

Pe,zal 22

(1) Masing-masing Pemerintah Desa yang bergabung
memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksalaan
musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan
mengenai penggabungan bagian Desa sebagaimala
dimal<sud dalam Pasal 19.

(2) Badan Permusyawaratan Deaa masing-masing Desa yang
bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimara
dima.ksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan
dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

(a) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam kesepakatan
penggabungan bagian Desa dalam beotuk keputusan
bersama.

Hahman 12 dan 30 hlm



(5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditandatangari oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
(6) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan

penggabungan bagian Desa kepada Wali Kota dalam satu
usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.

(7) Tata cara atau mekanisme penggabungan sebagian Desa
dari Desa yaIrg bersarding diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimara dimaksud
dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 berlaku mutatis
mutardis terhadap penggabungan Desa oleh Pemerintah
Daerah.

Paragraf 3
Penggabungan Bebesapa Deaa Menjadi I (Satul Deca Baru

Pasal 24

Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat
dilakukan atas:
a. prakarsa Pemerintah DaeraI; dan
b. prakarsa MasyaJal@t Desa.

Pasal 25

Dalam hal Penggabungan beberapa Desa dilakukan atas
pral{arsa Pemerintah Daera}r sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf a, Pemerint€I Daerah wajib menyosialisasikan
rencana PenggabunBan beberapa Desa kepada pemerintah Desa
dan masyarakat Desa yang bersangkuta-n.

Pasal 26

Pe,s,l27

(1) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung
memiasilrtasi dan mempersiapkan pelaksanaan
musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepatatan
mengenai penggabungan beberapa Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24.

tlalarnan 1l dai 30 hlm

Dalam ha,l Penggabungal beberapa Desa dilakukar atas
prakarsa masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 hurufb, masyaral<at Desa mengusulkan kepada Kepala Desa
untuk diselenggarakan musyawarah Desa guna membahas
rencana Penggabuogan beberapa Desa.



(2) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang
bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimala
dimaksud pada ayat (2) dituangkan da_lam berita acara
dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

(4) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimara
dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam kes€pakatan
penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan
bersama.

(5) Keputusan bersama sebagaimana dimalsud pada ayat (4)
ditandatangari oleh para Kepala Desa yalg bersangkutan,

(6) Tata cara atau mekanisme penggabungan beberapa Desa
menjadi 1 (satu) Desa baru diatur lebih tanjut dengan
Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

(1) Para Kepala Desa secara bersama,sama mengusulkan
penggabungal beberapa Desa kepada Wali Kota dalam satu
usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.

(2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana
dimal{sud pada ayat (1), Wa_li Kota menyusun Rancangan
Perda tentang penggat unga.n beberapa Desa.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan
DPRD.

(4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disetujui bersama oleh Wali Kota dar DPRD, Wali Kota
menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubemur untuk
dievaluasi.

Baglan Kedua
Penghapusan Desa

(l) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat
kepentingan program nasional yarrg strategis atau karena
bencana alam.

(2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 3O

(1) Kementeriar/tembaga pemerintah nonkementerian,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota
mengusulkan penghapusal Desa kepada Menteri.

Hahman 14 dan 30 hlm-

Pasal 29



(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri bersama-sanna dengan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementeiian
pern-rakarsa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kota melakukan pembahasan untuk penghapusan
Desa.

(3) Dalam ha-l hasil pembahasan sebagaimara dimaksud pada
ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan
Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan
penghapusan kode Desa untuk selanjutnya disampaikan
kepada Wali Kota.

Paaal 31

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan
penghapusal Desa dan penghapusal kode Desa
setragaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Wali Kota
menyusun Rancan8an Perda tentang penghapusar Desa.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan
DPRD,

(3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD,
Wali Kota mengajukan Rancangan Perda kepada Gubernur
untuk dievaluasi.

Baglan Ketiga
Perubahan Status

PaEal 32

Perubahan status meliputi:
a. Desa menjadi Kelurahan; dan
b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 1

Deaa menjadi Kelurahan

Pasal 33

Perubahar status Desa menjadi Kelurahal sebagaimana
dimaksud datam Pasal 32 huruf a harus memenuhi syarat:
a. luas wilayah tidak berubah;
b. jurr ah penduduk paling sedikit 8.O0O (delapan ribu) jiwa

atau 1.600 (seribu ena-rn ratus) kepa.la keluarga;
c. sarana dan prasaralra pemerintahan bagi terselenggaranya

pemerintahan Kelurahan;
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dar

produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;

Halaman 15 dan 30 hlm



e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman
status penduduk dan perubahan dari masyara.kat agraris ke
masyarakat industn dan jasa;

f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanen;
g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah

cukup baik;
h. kondisi in&astruktur bercirikan perkotaan; dan
i. batas usia Desa paling sedikit S (limal tahun semenjak

pembentukan.

prEal 34

(l) Perubahan status Desa menjadi Kelurahal ditakukal
berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat
masya-rakat.

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) dibalras dan
disepakati dalam musyawarah Desa_

(3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan
pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat
masyarakat terkait
Kelurahan.

perubahal status Desa menjadi

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksarakan oleh Badan permusyawaratan Desa dengan
tujuan menyepakati perubahar status Desa menjadi
Kelurahan.

(5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dima.I<sud pada ayat
(4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan
dilengkapi dengar notulen musyawarah Desa,

(6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disampaikan oleh Kepala Desa kep.eda Wati Kote sebagai
usulan perubahan status Desa menjadi Keluralan,

(7) Wali Kota setelah menerima laporan Kepala Desa
sebagaimara dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim
untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan
perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

(8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimal<sud pada ayat
(7) menjadi masukan bagi Wali Kota untuk menyetujui atau
tidak terhadap usular perubahan status Desa menjadi
Kelurahal.

(9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 2
dan Pasal 13 berlaku mutatis muntandis baBi perubahan
status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 35

(1) Dalam ha] Wali Kota menyetujui usulan perubahan status
Desa menjadi Kelurahan, Wali Kota menyusun Rancangan
Perda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Hahman 15 d.n 30 hlm



(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diba_has dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan
DPRD.

(3) Apabila Rancangan perda Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD,WaIi Kota menyampaikan Rancangal perda kepada
Gubemur untuk dievaluasi.

Paragraf 2
Kelurahan Menjadl DeEa

paral g6

(1) Perubahan status Keluraian menjadi Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 huruf b hanya dapat aitakutan
bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih
bersifat perdesaan.

(2) Keluralan yarg kehidupan masyaral<atnya masih bersifat
perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
karateristik:
a. kondisi masyara_kat homogen;
b. mata pencaharian masyarakat sebagian besa:.di bidang

agraris; dan
c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

(3) Perubaha:r status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa
atau sebagian menjadi Deea daa sebagial rnenjadi
Kelurahan.

(4) Desa yarg merupakan hasil perubahan status sebagaimana
dimal<sud ayat (3) harus memenuhi persyaratan
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan
menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

(2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum
komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.

(3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum
komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya
sebagaimara dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati
perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurala-n atau
dengan sebutal nama lainnya sebagaimana dimalsud pada
ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi
dengan notulen musyawarahr dilaporkan oleh kepala
Kelurahan kepada WaIi Kota sebagai usulan perubahan
status Kelurahan menjadi Desa.

Hahman 17 dad 30 hlm

Pasal 37



(5) Wali Kota melalui tim melakukar kajian dan verifikasi
usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(6) Kajian dan verifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimal<sud
dalam Pasal 6.

{7) Kajian dan verilikasi sebagaimana dimaksud dalam pasa-l 12
dan Pasal 13 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan
status Keluralan menjadi Desa.

(8) Hasil kajian darl verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) menjadi masukan bagi Wali Kota untuk menyetujui atau
menolat terhadap perubahan status Kelurahan menjadi
Desa.

Pasal 38

(1) Dafam hal Wali Kota menyetujui usular perubahan status
Kelurahan menjadi Desa, Wali Kota menyusun Rancangan
Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa
atau menjadi Desa dan Kelurahan.

(2) Ralcangan Perda tentang perubahan status Kelurahar
menjadi Desa atau menjadi Desa dal Kelurahan
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dibahas dan disetujui
bersarna artara Wali Kota dengan DPRD.

(3) Apabila Ralcangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota
dengan DPRD, Wali Kota menyampaikan Rancangar Perda
kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 39

Penataan Kelurahan meliputi:
a. pembentukanKelurahan.

b. penggabungan Kelurahan; dan
c. penyesuaian Kelurahan.

Baglan Kesatu
Pembentutan Xelurahan

Pasal 40

(1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf a dilakukal melalui:
a. pemekararl 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua)

Kelurahan atau lebih;

Halaman 18 dari 30 h,n
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PEITATAAI{ I{ELI'RAIIAN



b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang
bersandingan dalam I (satu) wilayah Kecamatan menjadi
Keluraharl baru; atau

c. penggabungar bagian Kelurahan dari Kelurahan yang
bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan
menjadi Kelurahan baru.

(2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi:
a. persyaratan dasar;
b. persyaratan teknis; dan
c. persyararal administratif.

(3) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturar perundang-undangan.

Paragraf 1

Pe r3lrqsatan DssEr

Pasal 41

(1) Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 40
ayat (2) huruf a meliputi:
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal; dan
c. usia minimal Kelurahan.

(2) Jumtah penduduk minimal sebagaimana dimal<sud pada
ayat (l ) huruf a adalah 8.000 (delapan ribu) jiwa atau I .600
(seribu enam ratus) Kepala Keluarga.

(3) Luas wilayah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah 3 km2 (tiga kitometer persegi).
(4) Usia minimal Kelurahan sebagaiman dimaksud pada ayat

(1) huruf c adalah 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Perslramtan Toknlr

Pan,al42

(l) Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b metiputi:
a. kemampuan keuangaa daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan rasio betanja pegawai
terhadap anggaran pendapatan dan belalja daerah tidak
lebih dari 50% (Iima puluh perseratus).

Halaman 19 darl30 hln



(3) Sarana darr prasarana pemerintahan sebagairnala
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sed.ikit sudah
memiliki lahan untuk kantor Lurah dan lahan untuk sarana
dan prasanana pendukung pelayanan publik lainnya.

(4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan

menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. narna Kelurahan yang al<an dibentuk.

Paragraf 3
Pora5raratan AdmlnLtratlf

Pasal 43

(1)Persyaratan administratif pemekaran Kelurahan
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c
merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahar atau
yang disebut dengar narna lain.

(2) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawa-rah yang
harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi
Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Baglan Kedua
Penggabungau Kelurahan

Pesal 44

Hdlamdn 20 dan 30 hlm

(1) Penggabungan Kelurahan dapat dilal<ukan berupa
penggabungan 2 (dua) Kelumhan atau lebih yang
bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam
wilayah Kecamatan yang bersandingan.

(2) Peflggabungan Ke]ura}Ian set agaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan apabila:
a. teladi bencana yarg mengakit atkan fungsi

penyelenggaraar pemerintahan tidak dapat
dilaksanakan;

b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan; dan/atau

c. tercapai kesepakatan antara Wali Kota dan DPRD
berdasarkan hasil kesepakatar artara seluruh
Kelurahan yang akan bergabung.



(3) Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang
bergabung atau menggunakan nana baru_

(4)Persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana
dimaksud da.lam pasal 40 ayat (2) Lidak berlaku untuk
penggabungan Kelurahan-

(5) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang_undangan.

BAB V
PEITATAAIT KECAM,,TIIIT

Baglan Kouga
Penyesualan Kelurahaa

(1) Penyesuaian Kelurahan berupa:
a. perubahan batas w-ilayah Kelurahan;
b. perubahan nama Kelurahal; dan
c. perubahan status desa menjadi Kelurahan.

(2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan keputusar
forum kornunikasi Kelurahan atau yang disebut dengal
nama lain,

(3) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuar peraturan
perundang-undangan yang mengatur desa.

(4) Keputusan forum komunikasi Kelurahal sebagaimana
dimal<sud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yarg
harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi
Kelurahan atau yang disebut dengan nama [ain.

(5) Penyesuaian Kelurahar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota
sesuai dengal ketentuall peraturan perundang-undangan.

Paial 46

Penataan Kecamatal meliputi:
a. pembentukan Kecarnatan;
b. penggabungan Kecamatan; dan
c. penyesuaian Kecamatan.

Halaman 2r daril0lrlm
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Baglan Kesatu
Petrrbentukan Kecamataa

Paragraf I
Umum

Pasal 47

(1) Pembentukan Kecamatal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 huruf a dilalukan melalui:
a. pemekaral 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua)

Kecamatan atau lebih; atau
b. penggabungaa bagian Kecamatal dari Kecamatan ya-ng

bersandingan dalam satu daerah Kabupaten/Kota
menjad i Kecamatan baru.

(2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimakeud pada
ayat (1) harus memenuhi:
a. persyaratan dasar;
b. persyaratan teknis; dan
c. persyaratan administratif.

(3) Kecamatan dibentuk dengan peraturan Daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan perundaflg-undangan.

Paragnf 2
Persyatata[ Darar

Pagal 48

(1) Pesyaratan Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 47
ayat (2) huruf a meliputi:
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal;
c. usia minima_l Kecamatar; dan
d. jumlah minimat Desa/Keluraha-n yarg menjadi cakupan.

(2) Jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalai setiap Desa minimal 6.0O0 (enam
ribu)jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) KK dan/atau setiap
Kelurahan minimal 8.O00 (delapan ribu) jiwa atau l.600
(seribu enam ratus) KK.

(3) Luas wilayah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah 7,5 kmz (tujuh koma lima kilometer persegi).

(4) Ueia minimum Kecamatar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c adalah 5 (Lima) tahun.

(5) Jumtah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi ca.kupan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd adalah 5 (lima)
Desa darr/atau Kelurahal

H.hman 22 da 30 hlm



Paragraf 3
Per3yaratan Tek'rlB

Pasal 49

Pasal 50

Hahman 23 dari 30 hlm

(1) Persyaratar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

ayat (2) huruf b meliputi:
a. kemampuan keuangan daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c- persyaratan teknis lainnya.

(2) Kemampuar keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belalja pegawai

terhadap anggaran pendapatan dan betanja daerah tidak
tebih dari 507o (lima puluh perseratus).

(3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah
memiliki lahan untuk kantor Kecamatan dan lahan untuk
sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
lainnya.

(4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimala dimal<sud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a, kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan

menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b, nafla Kecamatan yang akan dibentuk;
c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yalg akal dibentuk;

dal
d. kesesuaian denga-n rencana tata ruang witayah,

Paregraf 4
Perayarat&n Admlnktratlf

(l) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c
merupakan kesepa-katan musyawarah Desa dan/atau
keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut
dengan nama lain di Kecamatal induk dan Kecamatan yang
akan dibentuk.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
harus dihadiri oleh seluruh Desa atau yang disebut dengar
nama lain.

(3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang
harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan-



Baglan Kedua
PenggabuDgcn Kecamatan

Pasal 51

(l) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa-t 46 huruf b dapat dilakukan berupa penggabungan 2
(dua) Kecamatan atau tebih yang b€rsanding.

(2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dila-kukan apabila:
a. teiadi bencana yang mengakibatkan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat
dilaksaaakan;

b, terdapat kepentingan strategis nasiona.l; dan/ atau
c. tercapai kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD

berdasarkan hasil kesepa-katan antaja seluruh
Desa/ Keluralan yang akan bergabung.

(3) Kecamatan yarg digabung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan
yang bergabung atau menggunaka:r nama baru.

(4)Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) tidal bertaku untuk
penggabungan Kecamatan.

(5) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengar
ketentuan Peraturan Perundang-undangal.

Baglaa Ketlgg
Penyecuaian Xecamatan

Pasal 52

(1) Penyesuaian Kecamatan berupa:
a. perubahan batas wilayah Kecamatsn;
b. perubahan nama Kecamatan;
c. pemindahan ibu kota KecanEtan; dan
d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.

(2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkal kesepakaLan musyawarah desa
dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau
yarg disebut dengan nama lain.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus dihadiri oleh seluruh Desa.
(4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana

dimalsud pada ayat (2) disepal<ati seca-ra musyawarah yang
harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
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(5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(f) ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengaa
ketentuan Peraturan perundang-undangar.

Tata cara pengaturan, penataan, dan pembagian fasilitas
umum, kekayaan daerah, kekayaan Desa, dan kelengkapan
lainnya dalam ralgka penataan Desa, penataan Kelurahan, dan
Penataar Kecamatan diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali
Kota.

BAB VI
PEIYATAAN, PEI{GATURAIT DAIT PEUBAGIAN FASILITASI

IIMI'I KEXAYAAX DAER.AII DAI{ KEXAYAA]Y DF^SA

Bagian Kesatu
PenBtaar, PengaturaE dar pembaglan Faalllta, Umum

Kekayran Daerah

Pasal 53

Baglan Kedua
PetrataaE, PengaturaB dan pembaglan Kekeyaen Daerah

Pasel 54

(l) Dalam hal Penataar, Pengaturan dan pembagian kekayaan
Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan musyawarah Desa

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dihadiri oleh:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok masyarakat lainnya.

(3) Tata cara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) berpedomar pada peraturan perundang-undangan.

BAB \rII
PEMBIAYAA.IT

Pasal 55

Segala bia1,a yang timbul sebagai akibat dari Penataan Desa,
Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan sebagaimana
diatur pada Peraturan Daerah ini dibebankan kepada
Pemerintah Daerah melalui Anggarar Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Hahman 25 dan 30 hlm



BAB VIII
XETENTUA.IT PEITUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaal dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung
Peraturan Daerah ini diundangkan.

harus
sejak

Pssal 57

Peraturar Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerjntahkan
pengundangan Peratu.an Daerah ini dengan penempatannya
dalam l,embaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkar di Ba
pada tanggal

tuI 2021

WALI KOTA BATU,

J,.r\

Diundangkan di Batu
pada tanggal I Ju\ 2O2l

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ZADIM EFISIENSI

DTWAI'ITI RUMPOKO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 3/o
NoMoR REGTSTER PERATURAN DAERAH KorA BATU NoMoR 7? - ]/r(tu
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PEI{.'ELASAIT
ATAS

PERATT'RAJT DAERAH I(OTA BATU
noMoR 3 TAHrrlY 2021

TETTAI{G
PEDOMAIT PEI|ATAAJT DESA, PE ATAAI{ XELI'RAIIAI{,

DAI{ PENATAAX I(ECAMATAT{

L tuu
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa memberikan

pengertian Desa adalah desa dar desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, ada.tah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas w.ilayah yang berwenang untuk mengatur darl
mengurus Urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tmdisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem penyelenggaraal pemerintalan peraturan pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatar posisi Kecamatan
berkedudukar sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus
penyelenggara urusan pemerintahan umum. Camat melaksanakan
sebagian kewenangan wali Kota yang dilimpahkan Camat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kedudukannya dalarn Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa ka.li, terakhir dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ot5
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahal Daerah, Kelurahan buka.n lagi merupa_kan
perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan

bahwa masyarakat Kota Batu berkembaig pesat seirint dcntan
perkembangan roda perekonomian, pariwisata demografi /kependudukan
dan membutuhkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan memadai
serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat batu yang merata
dan berkeaditan, dibutuhkan penataan kewilayalar yang menunjang
pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin baik dan berkualitas

Peraturan Daerah ini memberikan pedoman dan batasan
kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukal Penataan Desa,
Penataan Kelurahan, dan Penataan Kecamatan berdasarka-n hasit kajial
darl evaluasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Peru ndang- undangan.

PASAL DEII PASAL
Pasal I

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.

II
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Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukupjelas.
Pasal 8

Cukupjelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 1 I

Cukup jetas.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasat 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasa.l 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasat 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasc^l22

Cukupjelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jetas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
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Pasat 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukupjetas.

Pasal 31

Cukup jelas,

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jeLas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jetas.

Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.

Pasa.l 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukupjelas.

Pasat 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jetas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 5l
Cukup jelas.
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Pasat 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jetas.

Pasal 54
Cukup jel,as.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KoTA BATU NoMoR 3 /O
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